
BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI  LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa Kabupaten Lumajang telah memberikan tambahan
penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati Lumajang Nomor 38Tahun
2019tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang maka
Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahsebagaimana
diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerahperlu diubah
dan disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja
Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa

SALINAN
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Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2007 Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2011 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 55) sebagaimana telah diubah
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dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 98);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran DaerahKabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang  Retribusi
Pelayanan Sampah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2016, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang   Nomor  58);

15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor  59);

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor  60);

17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi
Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas  tentang
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi
Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017
Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi
Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2011, Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor  62);

19. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang  Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
tentang  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016, Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin
Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15) sebagaimana diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011
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tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi
Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang  Nomor  64);

22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang  Nomor 64 );

23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Menara
Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang
Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang  Nomor  78 ) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
tentang Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang  Nomor 91);

24. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Nomor 97);

25. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Pasirian
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 Nomor
9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor
103);

26. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi
Pelayan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2017 Nomor 16);

27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor
9);

28. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Retribusi
Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah
Kabupaten Lumajang Tahun 2018 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalamPasal 3 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2014 Nomor
35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 30 Tahun 2019(Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun
2019 Nomor 30) ditambahkan 1 (satu) ayat dan penjelasan
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
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PARAF KOORDINASI

Jabatan Paraf Tanggal

Sekda

Asisten

Ka BPRD

Kabag. Hukum

Pasal 3

(1) Insentif diberikan kepada SKPD Pelaksana Pemungut Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.

(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
proporsional dibayarkan kepada :
a. pejabat dan pegawai SKPD Pelaksana  Pemungut Pajak

dan Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-
masing;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab
pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah;

d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat
desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau
sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang
ditugaskan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Pajak; dan

e. pihak lain yang membantu SKPD Pelaksana pemungut
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

(3) Pemberian Insentif kepada Bupati, Wakil Bupati, dan
Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan huruf c tidak diberikan dalam hal telah
diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal II

Peraturan Bupati Lumajang ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan dilumajang
pada tanggal 7 Juli 2020

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 7 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs AGUS TRIYONO, M. Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 39
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR  35 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Untuk mendukung terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), khususnya dalam menggali dan mengelola seluruh potensi Pajak dan
Retribusi, Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif sebagai tambahan
penghasilan bagi Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi yang
mencapai kinerja tertentu. Akan tetapi dalam pemberian insentif tersebut perlu
juga dipertimbangkan efisiensi dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah.

Bahwa Kabupaten Lumajang telah memberikan tambahan penghasilan bagi
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Lumajang
Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang maka Peraturan Bupati
Lumajang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 30 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 35 Tahun
2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diubah dan
disempurnakan

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 3
Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas
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Huruf d
Yang dimaksud dengan “tenaga lainnya” adalah tenaga yang
mendapat penugasan dari Instansi Pelaksana Pemungut
Pajakdan Retribusi untuk membantu pelaksanaan
pemungutanPajak Bumi dan Bangunan.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “remunerasi” adalah tambahan penghasilan
yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2020 NOMOR 15


